Menimbang

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

\tuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013;

bahwa untuk melaksanakan keter

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
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21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
a Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42806);
Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor
Negara Republik Indonesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400); .

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
aw:sn 2004 Nomor %mmv Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

W:am:.m-cwamsm Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Le

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ’ mbaran
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 N i
e omor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan WQHE.UCwm Ummﬁm.r (Lembaran Z,mmmz.m Republik
_baozmw.& Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan HuoaCDamDm-:de:mmB ?nacmnms
z@mmnmom%&u:w Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan mwo.ﬁowm;mw de Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor @O.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Fwadmnmb
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

voamga.ms Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nom
: ] or 165, T
Republik Indonesia Nomor 4593); , Tambahan Lembaran Negara
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Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Hunn.:oasﬁmcmﬂ (Lembaran Zwmm_.m
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51695);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi

Mnsosmwnwmms Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008
omor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentan isasi

g Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14); ©
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Ra

ya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belani

MMMMw HMm_ucvam Kubu Raya Hmwcb Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu mem%m Hm?ﬁbmwm%u._w
B UH. ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2013

embaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 19); -
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu

Raya Nomor 25 Tah
Daerah (Lembaran Daerah Kabupate 4 i a tenitan

wowow-vw
Perat 5 n Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25) .m okok Pengelolaan Keuangan
€raturan Daergh Kabupaten Kubu Ra ’
A . ya Nomor 2 Tahun 2014 tent :
zwmmm%mm Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun nmuw WM g Pertanggungjawaban Pelaksanaan
ya Tahun 2014 Nomor 2); (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan - PERATURAN BUPATI TENTANG PENJUABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2013.
Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2013 sebagai berikut :

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 64 .27 01732727
b. Dana Perimbangan Rp 774.980.539.716,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp 116.410.365.638,00
Jumlah Pendapatan Rp 955.668.022.681,27
23 Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp 410.102.974.015,78
2) Belanja Bunga Rp 251.426.947,96
3) Belanja Hibah Rp 51.491.983.657,00
4) Belanja Bantuan Sosial Rp 2.823.602.168,86
5) Belanja Bantuan Keuangan Rp 22.184.915.000,00
6) Belanja Tidak Terduga Rp 0,00

Rp 486.854.901.789,60
b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp 35.175.442.409,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp 154.844.700.074,00
3) Belanja Modal Rp 271.467.764.305,00

. Rp_ 461.487.906.788,00
Jumlah Belanja Rp 948.342.808.577,60
, Surplus/ (defisit) Rp 7.325.214.103,67
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3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp 34.409.039.026,65
b. Pengeluaran Rp 33.523.626.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp 885.41 m.om.@.am
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 8.210.627.130,32
Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupalti ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran
Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran _m@oam: realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 5

Perat: ran Bupati ni muiai berlaku pada tanggal diundangkan.

Acar «otiap (rang mengetahuinva, memerintehkan pengundangan Peraturan i3upat ini dengan nenempatanrya
dalan Berit: Daerah Kabupaten Kubu Raya

Ditetapkain di Sungai Rayva
pada tanggal 27 \*.%Qh #s 2014

®wcm.>§ KUBU F.ﬁw?\x

—— ’ —~—

\ RUSMAN ALK

Di~danaken di Sunpai Raya
. 2% /8) 20l
SERRETARIS QAERAH KASUPATEN KUBYU RAYA
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